PUTUSAN
Nomor 0929/Pdt. G/2016/PA. Tmk

ea_\jlunjrm?_m

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili

pe
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putusan perkara cerai talak antara:

Wiiaswasta, pendidikan SMA, lempal kediaiman o Nagrog
RT.004 RW. 004 relwahan  Linggajaya Kecarnatan
iangkubumi Roia T asikimgiaya, daiam nal ini mermbernkan Kuusa
khusus kepada EUIS AISAH, 5.Ag. dan UUN HERIAWAN, St

at Hukum  yang berkanior 4 Ji. Anvar,

Advoral /1 Fenasel
' iMargabakti, Cibeureum, rasikmalaya berdasarkan surat Kuasa
khusus fanggai 10 Juni 2070 yaing ieian didaitar daiam Regisier
Kuasa Nomor 1087/Reg KA2016/FA Tk, tanggal 17 Juii 2016,
sevagd Femohon,
melawan
_ umur 43 fahun, agama istam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMéA, tempat
kediaman di Jalan Situ Gede WNagrog RT.004 RW. 004
Kelurahan  Linggajaya  Kecamatan  Mangkubumi  Kota
Tasikmalaya, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajan berkas perkara;
lelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2016
telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
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0929/Pdt.G/2016/PA. Tmk, tanggal 11 Juli 2016, dengan dalil-dali sebagai

berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada
tanggal 07 Mei 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi,
Kota Tasikmalaya dengan kutipan Akia Nikah Nomor @ 294/24/NV72016,
tanggal 07 Mei 2016 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termochon bertempat
tinggal di rumah kediaman bersama, selama pemikahan pemohon dan
termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan tidak
dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan
dengan baik dan harmonis, namun sejak akhir Mei 2016 (satu minggu
setelah pernikahan) keharmonisan rumah tangga pemohon dengan
termohon mulai retak ada perselisihan dan pertengkaran, karena termohon
selalu cembury dan kurang patuh terbadap pemohon, pada bulan Juni
2016 perselisihan terjadi kermnbali penyebabnya masih sama, bahkan telah
melibatkan keluarga kedua belah pihak, yang akhirnya pemohon dengan
termohon telah berpisah selama 1 bulan ;

4. Bahwa pemochon telah berusaha untuk menyekesaikan kemelut rumah
tangga dengan termohon dengan melibatkan pihak keluarga | tetapi tidak
berhasil ;

5. Bahwa atas kejadian tersebut , pemochon sudah tidak sanggup lagi untuk
hidup rukun membina rumah tangga dengan termohon dan apabila rumah
tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada
maslahatnya .

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas , permohonan pemohon telah memnuhi

alasan perceraian, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Tasikmalaya memriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarmnya :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

2. Menetapkan , memberi ijin kepada pemohon I
untuk menjatuhkan talak terhadap termohon _

B iroozpan Sidang Pengaditan Agama Tasikmalaya ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
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Atau apabila Pengadilan berpendapat laian, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa dalam perkara aguo, Pemohon telah menguasakan kepada
kuasa hukum EUIS AISAH, S5.Ag. dan UUN HERIAWAN, SH. Advokat dan
Penasehat Hukum yang mengambil domisili di J.. Anyar, Margabakt,
Cibeureum, Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni
2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
dengan Nomor 1087/Reg. Kf2016/PA. Tmk. tanggal 11 Juli 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patui menurut relaas NMomor 0929/Pdt.G/2016/PA Tmk tanggal 04
Agustus 2016 dan 18 Agustus 2016 vang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa fidak datangnva itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termochon, tetapi Kuasa Pemohon
tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:;

A. Surat

a. Fotokopi KTP atas nama [
(Pemohon) Nomor |GG =002 10 Aqustus 2012

yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukdi
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
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Disclaimer

B. Saksi:
1.

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P 1;

Foickopi Kutipan Akta MNikah Nomor | 294/24/{2016 Tanggal 07
Mei 2016 vang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2,

urmur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan

P3N, tempat kediaman di Kp. Tundagan Rt 01 Rw. 07 Kelurahan
Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal Femohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
tahun 2016;

Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon namun
belum dikaruniai keturunan;

Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termoheon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi Kurang
lebih sejak sejak dua minggu setelah pernikahan, sudah tidak rukun
lagi sering terjadi pertengkaran;

Bahwa, perselisinan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut pernah dilihat dan [ didengar langsung bahkan saya yang
sering mendamaikan mereka apabila terjadi perselisihan;;

Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah fangga Pemochon dan Termohon disebabkan
karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan
dan sudah tidak ada saling pengertian diantara keduanya, karena
Termohon selalu cemburu dan kurang patuh terhadap Pemohon;;
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Bahwa, saksi mengetahiui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah sejak sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang
dan sudah tidak bersatu lagi;

Bahwa, balk saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. _ umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Nagrog Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan

Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah;

Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon
namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa, saksi mengeiahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak awal pemikahan yang mengakibatkan antara
Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sudah 2 bulan
yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut pernah dilihat dan / didengar langsung;

Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidan taat
dan patuh kepada Pemochion sebagai suami, suka pulang ke rumah
orang tuanya tanpa seijin Pemohon dan Termohon terlalu cemburu,
Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasit;
Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan
Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
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harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai,

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang
mengabulkan tuntutan Pemaohon;

Selanjutnya untuk singkatnva uraian putusan ini. maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemohon tertanggal 10 Juni 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1087/Reg. K/2016/PA. Tmk. tanggal 11 Juli 2016, ternyata telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 8
Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pub.a
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)} Kuasa Pemohon, dan
temyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan member izin kepada Kuasa
Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aguo sebagai advokat
profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termeohon yang dipanggil secara resmi dan patut
sesual ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek),
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Disclaimer
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang MNomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan ielah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina
rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh
karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak permah hadir di
persidangan dalam perkara aguo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Pemochon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta ofentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon,
sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
vang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskrachf);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenal hubungan Pemohon
dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht),
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Menimbang, babwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomeor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemochon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor @ Tahun 1875 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakia yang pernah dilihat dan / didengar langsung bahkan
saya yang sering mendamaikan mereka apabila terjadi perselisihan; dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon seria mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan / didengar langsung

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2

Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

2.  Bahwa Pemochon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah
pada tahun 2016 di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemochon dan Termohon rukun dan
namun belum dikaruniai keturunan;

4, Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak sejak dua
minggu setelah pernikahan hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering
herselisih dan bertengkar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
disebabkan karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada
kecocokan dan sudah tidak ada saling pengeriian diantara keduanya,
karena Termohon selalu cemburu dan kurang patuh terhadap Pemohon;;

6. Bahwa akibat perselisihan dan perlengkaran tersebut antara Pemohon
dan Termohon sudah pisah rumah Pemohon dengan Termochon sudah
tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada saling pengeriian dianiara
keduanya, karena Termohon selalu cemburu dan kurang patuh terhadap
Pemohon: dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan
tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri,

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon
dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon
dan sudah tidak ada harapan lagi keduanva dapat rukun dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemochon dan Termohon beragama Islam dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kofa
Tasikmalaya;

2.  Bahwa Pemohon dengan Termochon adalah pasangan suami isteri yang
sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Pemochon dan Termohon sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus,

4.  Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termochon telah pecah (marriage
breakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar
tweespalf);

6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat
mengkonstituir sebagal berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah vyuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo.
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadiian Agama Kota
Tasikmalaya;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan
belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan  perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio), dan perkara ini
menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
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Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus;
Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Termohon;
Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespall), sehingga tujuan
pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasai 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi. akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah;
c-“-hﬂ-ﬂn h,ileu U'h' F.ﬂ.ﬂ duddal £

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”
Bahwa karena rumah tangga Pemochon dan Termaohon sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan
Pemohon patut untuk dikabulkan:
Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum (onrechimatige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)
HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum
pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan
dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118
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Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan
Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

Menimbang bahwa falak raji merupakan talak yang dijatuhkan cleh
seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum
dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan
bilama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat
hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Momor 3
Tahun 206 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal daiam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon _ untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon _ti

di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
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4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk
mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya untuk
dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 456000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiahy ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Abun Bunyamin,SH.
sebagai Ketua Majelis, Asep.S.Ag.MH. dan Elis Marliani, 5.Ag., MH. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Enok
Sofa, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon
tanpa hadirnya Termohaon;,

Hakim Anggota Ketua Majelis

[

Asep.S.Ag.,MH. Drs. Abun Bunyamin,SH.
Hakim Anggota

%{
Ve
arliani, S.Ag., MH.
Panitera Pengganii
r
Dra. Hj. Enok Sofa, SH.
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Perincian Biaya:
1. Pendaftaran : Rp.  30.000,-
2. Proses ; Rp.  40.000-
3. Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000.-
5. materai : Rp.  6.000-

Jumlah Rp. 456.000,-

{empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)
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